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Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Suatu 
ikatan perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. 
Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka perkawinan 
tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut 
adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku,  baik pihak suami-isteri yang 
terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 
Secara umum kedudukan anak menurut Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata dibagi menjadi 2 (dua) yaitu anak sah dan anak tidak sah. 
1. Anak sah (wettige atau echte kinderen), adalah anak-anak yang tumbuh 
atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah dan ibunya.  
2. Anak-anak tidak sah atau anak luar kawin atau anak-anak alami (onwettig, 
onechte, natuurlijke kinderen), adalah anak-anak yang dilahirkan dari ayah 
danibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan. Anak-anak yang tidak 
sah atau anak luar kawin masih dibedakan lagi menjadi dua golongan, 
yaitu:  
a. Anak-anak luar kawin yang “bukan” anak hasil perselingkuhan 




b. Anak-anak zinah dan sumbang (overspelige kinderen dan yang bloed 
schennige kinderen). 
Menurut Pasal 272 B.W. “Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah 
atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan 
kemudian kawin-kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua 
orang itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan 
Undang-undang atau, apabila pengakuan itu dalam akta perkawinan sendiri”. 
Dengan adanya pengakuan tersebut maka timbulah suatu hubungan hukum, 
hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya 
(Pasal 280 B.W.), sehingga anak luar kawin tersebut menjadi anak luar kawin 
yang diakui dan memiliki hak untuk mewaris. 
Adapun bagian (portie) yang dapat diterima anak luar kawin yang diakui 
adalah sebagaimana diatur dalam pasal 863 B.W. : 
 1/3 dari bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak yang 
sah, bila ia mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan pertama. 
 1/2 dari bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak sah, 
bila ia mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua. 
 1/2 dari bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak sah, 
bila ia mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan ketiga. 
 3/4 dari bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak sah, 
bila ia mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan keempat. 
Namun yang sering dijumpai dalam praktik, masih banyak anak luar kawin 




disebabkan oleh keluarga yang sah lainnya tidak mau menerima keberadaan anak 
luar kawin dalam keluarga tersebut, meskipun anak luar kawin tersebut telah 
diakui dan mendapat pengesahan dari orang tua mereka baik menurut Undang-
undang maupun melalui penetapan Pengadilan. Sehingga yang sering terjadi 
dalam pembagian waris adalah hak waris anak luar kawin sebagaimana telah 
ditentukan oleh Undang-undang, seringkali disimpangi bahkan diabaikan oleh ahli 
waris yang sah lainnya. Dengan demikian untuk mendapatkan hak waris yang 
sesuai dengan portienya (bagiannya), anak luar kawin harus melalui gugatan ke 
Pengadilan. 
Hukum memberikan perlindungan terhadap hak waris anak luar kawin yang 
diakui sah dengan memberikan hak legitieme portie atau yang sering disebut 
dengan bagian mutlak. Untuk anak luar kawin yang diakui sah besar Lpnya diatur 
dalam pasal 916 B.W., yang menyatakan bahwa : “Bagian mutlak seorang anak 
luar kawin yang telah diakui dengan sah, adalah setengah dari bagian yang 
menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam perwarisan karena 
kematian.” Sehingga jika hak waris anak luar kawin disimpangi, maka anak luar 
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          Ketentuan hukum perdata memungkinkan anak luar kawin memperoleh 
hubungan perdata dengan orang tua kandungnya, yaitu dengan cara memberi 
pengakuan terhadap anak luar kawin. Dengan adanya pengakuan anak luar kawin 
memiliki hak-hak keperdataan terhadap orang tua yang mengakuinya termasuk 
dalam hal ini adalah hak untuk mewaris. Permasalahan yang akan diteliti adalah 
mengenai kendala pelaksanaan Pasal 863 B.W. dan Pasal 916 B.W. terhadap hak 
waris anak luar kawin yang diakui sah, serta perlindungan hukum terhadap hak 
waris anak luar kawin jika terjadi penyimpangan dalam pembagian waris. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai pendukung bahan 
hukum primer berupa peraturan perUndang-undangan dan putusan-putusan 
pengadilan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini 
adalah pendekatan perUndang-undangan (statute approach)dan pendekatan 
konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini 
meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 
tersier.Teknik pegumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian 
kepustakaan (library research). 
          kendala pelaksanaan Pasal 863 B.W. dan Pasal 916 B.W. terhadap hak 
waris anak luar kawin yang diakui dengan sah adalah tidak diterimanya anak luar 
kawin tersebut oleh keluarga yang sah, sementara itu harta warisan berada 
dibawah penguasaan ahli waris yang sah, sehingga meskipun hak bagian (portie) 
anak luar kawin telah ditentukan oleh Undang-undang, ahli waris yang sah tidak 
mau memberikan hak bagian waris atau hanya memberi sekedarnya saja terhadap 
anak luar kawin tersebut. Dengan demikian untuk mendapatkan hak waris yang 
sesuai dengan portienya (bagiannya), anak luar kawin tersebut harus melalui 
gugatan ke Pengadilan. 
          Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin terdapat dalam pasal 916 
B.W. yang merupakan bagian mutlak anak luar kawin yang tidak dapat diganggu 
gugat oleh siapapun. Sehingga jika hak waris anak luar kawin disimpangi oleh 
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1. Kesimpulan  
1. Kendala pelaksanaan pasal 863 B.W. dan pasal 916 B.W. terhadap hak 
waris anak luar kawin yang diakui dengan sah adalah tidak diterimanya 
anak luar kawin tersebut oleh keluarga yang sah, sementara itu harta 
warisan berada dibawah penguasaan ahli waris yang sah, sehingga 
meskipun hak bagian (portie) anak luar kawin telah ditentukan oleh 
Undang-undang, ahli waris yang sah tidak mau memberikan hak bagian 
waris atau hanya memberi sekedarnya saja terhadap anak luar kawin 
tersebut. Dengan demikian untuk mendapatkan hak waris yang sesuai 
dengan portienya (bagiannya), anak luar kawin tersebut harus melalui 
gugatan ke Pengadilan. 
2. Dalam pembagian waris berkenaan dengan adanya anak luar kawin, B.W. 
memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pasal 
916 B.W. yang menyatakan bahwa : “Bagian mutlak seorang anak luar 
kawin yang telah diakui dengan sah, adalah setengah dari bagian yang 
menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam perwarisan 
karena kematian.” Sehingga jika dalam pembagian waris hak waris anak 
luar kawin disimpangi oleh ahli waris yang sah lainnya, maka anak luar 
kawin dapat menuntut hak bagian mutlak tersebut yang tidak dapat 





1. Mengingat anak yang terlahir ke dunia selalu dalam keadaan suci, maka 
tidak adil rasanya jika seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan 
diabaikan oleh keluarga terlebih setelah anak luar kawin tersebut diakui 
oleh orang tuanya. Seyogyanya dalam pembagian waris jika terdapat anak 
luar kawin yang telah diakui, keluarga memberikan hak-haknya sesuai 
dengan portie yang telah diatur undang-undang, untuk itu sebaiknya kita 
semua mau memahami secara benar apa yang semestinya menjadi hak 
masing-masing ahli waris agar dalam pembagian waris tidak 
menimbulkan masalah dan dapat dicapai keadilan. 
2. Diharapkan agar para Hakim di dalam memutuskan perkara harta warisan 
agar lebih teliti dan hati-hati di dalam mengambil suatu keputusan, serta 
dengan kebijaksanaan sepenuhnya, agar masing-masing pihak tidaklah 
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